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ABSTRAK 

Hendrik, (2023)   :Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan 

Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus 

Polresta Pekanbaru) 

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah 

tanda nomor kendaraan bermotor yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 68 
ayat (1) dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi 
Kendaraan Bermotor. Namun faktanya masih banyak pengendara kendaraan 

bermotor di kota Pekanbaru yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan 
bermotor resmi dan/atau yang asli terbitan dari Korlantas Polri, pernyataan 
tersebut dibuktikan dengan data pelanggran yang masuk kedalam buku catatan 

tilang Polresta Pekanbaru dan tentu ini belum sesuai dengan norma dari peraturan 
tersebut. Kepolisian juga tidak melaksanakan secara maksimal kewenangannya 

dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sehingga 
menjadikan masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap aturan ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan 

Kepolisian Polresta Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi. 
Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang 

menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini 

bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan non random sampling dengan analisis data kualitatif 

kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. lokasi penelitian ini adalah 
Kepolisian Resort (Polresta) Kota Pekanbaru yang berada di jalan Ahmad Yani, 
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan 
kewenangannya Kepolisian Polresta Pekanbaru masih belum maksimal, hal ini 

dikarenakan pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum secara represif. 
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru lebih banyak memberikan teguran dari pada 
melakukan penindakan penilangan dan penyitaan kepada masyarakat yang 

melakukan pelanggaran. Adapun hambatan yang dialami yaitu kurangnya 
personel yang bertugas dilapangan, banyaknya kios penyedia jasa pembuatan 

tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Pekanbaru, kurangnya 
regulasi yang mengatur tetang pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor dan 
kurangnya kesadaran masayarakat akan hukum yang berlaku. 

Kata Kunci                : Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, Penegakan 

Hukum, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak 

Resmi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Indonesia yang merupakan salah satu Negara Hukum 

membuat pengaruh hukum selalu ada dalam setiap aspek kehidupan, 

pernyataan tersebut didukung dengan adanya aturan-aturan yang sengaja 

dibuat untuk mengatur prilaku subyek hukum yaitu manusia. Konsep Negara 

Hukum yang dianut Indonesia sejalan dengan salah satu konsep hukum yaitu 

kesejateraan. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar yaitu khususnya pada alinea ke IV (empat), yaitu terdapat frasa 

“kesejahteraan” yang merupakan salah satu menjadi tujuan negara. Tujuan 

negara inilah yang menjadi salah satu landasan dan pegangan dalam 

penyelenggaraan negara termaksuk dalam menyusun tata aturan bagi 

masyarakat.1 

Sampai penelitian ini ditulis hukum terus mengalami perkembangan 

seiring semakin berkembangnya teknologi dan perubahan sosial dalam 

masyarakat yang tentunya turut mempengaruhi peranan sejauh mana  hukum 

dapat melayani kebutuhan masyarakat yang sama-sama diketahui kebutuhan 

selalu mengalami perubahan, dengan demikian agar supaya hukum itu tidak 

menjadi tertinggal dengan perubahan maka dibuatlah hukum yang sesuai 

dengan perkembangan manusia.2  

                                                                 
1
 Santoso dan Lukman, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Stara Press, 2016), h. 17. 

2
 Abdurahman, Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat , (Jakarta; Media 

Sarana Press, 1986), h.47. 
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Norma hukum menjadi dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat 

di Indonesia. Peryataan tersebut diperjelas dengan adanya salah satu aturan 

hukum mengenai kepemilikan kendaraan bermotor yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pesatnya 

perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi 

membuat lebih banyak masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan 

pribadi dari pada angkutan umum, karna kendaraan pribadi dinilai lebih 

epektif. Adapun bukti kepemilikan kendaraan secara pribadi yang sah yaitu 

dengan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK yang berisi data 

lengkap dari kendaraan yang dimiliki dan kemudian ditandai dengan Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB yang dipasangkan pada kendaraan 

yang berjutuan dan berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi dari 

kendaraan bermotor, adapun fungsi utama dari dipasangkannya TNKB pada 

kendaraan bermotor adalah sebagai bentuk legitimasi pengoperasian 

kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian.3 

Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang 

baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi 

dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terlibat dalam 

pelanggaran dan/atau terkait kasus tindak pidana dan lain sebagainya. Data 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem 

                                                                 
3
  Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor Tidak Resmi” dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas, Volume 10., No. 11., 

(2021), h. 1046-1060. 
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informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk 

forensik Kepolisian.  

Penetapan penomoran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur 

dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi 

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi: 

1) NRKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)  terdiri atas:  
a. kode wilayah/kode registrasi 

b. nomor urut registrasi dan  
c. seri huruf. 

2) NRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis berurutan dimulai 
dari kode wilayah/kode registrasi, nomor urut registrasi dan/atau seri 
huruf. 

3) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan 
berdasarkan wilayah registrasi Ranmor. 

4) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diterbitkan berdasarkan kepentingan pengguna Ranmor. 

5) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

berupa angka yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) angka dan paling 
banyak 4 (empat) angka yang ditentukan berdasarkan jenis Ranmor. 

6) Seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. tanpa huruf. 
b. 1 (satu) huruf. 

c. 2 (dua) huruf atau 
d. lebih dari 2 (dua) huruf. 

7) Penentuan dan/atau penambahan seri huruf lebih dari 2 (dua) huruf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan wilayah 
penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian 

Daerah atas persetujuan Kakorlantas Polri. 
8) Format kode wilayah/kode registrasi, nomor urut registrasi, dan seri 

huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Kepolisian ini.4  

 
 Ketentuan terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yaitu 

tercantum dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

                                                                 
4 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 6 Ayat (1-8). 
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahawa tanda 

nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, 

warna, dan cara pemasangan, yang diantaranya: 

1)  Setiap Kendaraan Bermotor  yang dioperasikan di Jalan wajib 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor 

registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. 
3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. 

4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, 
ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. 

5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.5 

 
Dengan adanya pasal tersebut maka setiap kendaraan harus dilengkapi 

dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut sebagai plat 

nomor kendaraan yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, 

adapun plat nomor kendaraan khusus dan rahasia seperti yang tercantum dalam 

ayat 5 (lima) diberikan kepada pejabat atau petugas negara yang selanjutnya 

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas. 

Dan didalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap kendaraan wajib 

dregistrasi sesuai dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor (TNKB).   

                                                                 
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Pasal 68 Ayat (1-5). 
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Dengan adanya peraturan tersebut, selanjutnya ada pasal yang 

mengakibatkan sanksi Jika pemilik kendaraan melanggar ketentuan tersebut 

dengan terancam hukuman kurungan atau denda. Ketentuan pidana bagi 

pelanggar tertera pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 68 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 

denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.6  

Penetapan penomoran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tentu 

memiliki tujuan dan merupakan salah satu langkah awal dalam mejalankan 

norma hukum yang ingin dicapai, dengan demikian maka sudah sepatutnya kita 

sebagai Warga Negara untuk turut serta dalam menjalankan aturan-aturan dan 

norma-norma hukum yang berlaku oleh karena itu setiap kendaraan bermotor 

wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menyimpang dari aturan-aturan dan 

norma-norma hukum. 

Namun pada kenyataanya yang terjadi dilapangan sangatlah berbanding 

terbalik dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan karena pada 

kenyataanya masih sangat banyak yang menggunakan Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor tidak resmi.  

Pernyataan tersebut diperjelas dari hasil wawancara pra-riset penulis 

bersama Bapak Dedi Wahyudi selaku Baur tilang Satlatas Polresta Pekanbaru 

yang menyatakan: 

                                                                 
6
 Ibid. 
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“Bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor 

yang tidak resmi, dalam artian tidak resmi disini ialah masih banyak oknum 
yang membuat plat nomor kendaraanya kepada para penyedia jasa 
pembuatan plat nomor kendaraan yang ilegal di Kota Pekanbaru, dengan 

banyaknya pembuat jasa plat nomor tidak resmi ini membuat progres 
peningkatan kendaraan plat tidak resmi meningkat setiap bulan sesuai 

dengan data pengarsipan yang telah ada”.7 
 
Selanjutnya diperjelas lagi dengan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 peneliti menemukan beberapa 

kendaraan roda 4 (empat) berjenis minibus dengan merk avanza dan roda 2 

(dua) yang menggunakan plat nomor tidak resmi yang mana dalam hasil 

observasi ini peneliti mendapatkan informasi dari pihak pemilik kendaraan 

tersebut yang menyatakan bahwa plat nomor tersebut dipesan dan dibuat kios 

penyedia jasa pembuatan plat nomor disekitaran jalan Garuda Sakti, adapun 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan pengguna kendaraan yaitu pembuatan 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk 

angka sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan namun pengguna 

melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehingga 

nomor resgistrasi pada plat menjadi sebuah kata yang sesuai dengan keinginan 

pemilik kendaraan dan adapun pemilik kendaraan yang memodifikasi plat 

nomornya menjadi plat nomor timbul. artinya plat nomor tersebut tidak resmi 

karena tidak sesuai dengan prosedur pembuatan tanda nomor kendaraan pilihan 

dan tidak terdaftar di Kepolisian kerena Illegal. 

Dengan permasalahan tersebut penulis selanjutnya melakukan Riset 

terkait pelanggaran plat nomor tidak resmi khususnya di Kota Pekanbaru yang 

                                                                 
7 Aipda Dedi Wahyudi, Baur Tilang (Komandan Tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru, 

Wawancara, Pekanbaru, pada tanggal 21 Oktober 2022. 
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ternyata secara  signifikan setiap bulanya terjadi penambahan pelanggaran, 

dengan demikian artinya das sollen dengan das sein tidak relevan. Hal itu tentu 

membuat pelanggaran seperti ini sudah sangat sering terjadi dan tentu yang 

berwenang dalam melakukan penindakan pelanggaran ini adalah Kepolisian. 

Dalam melakukan penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia 

merupakan pihak yang berwenang khususnya mengenai lalu lintas. Lalu lintas 

dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam berlalu lintas dan 

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa, Kepolisian 

merupakan penyelenggara urusan pemerintah di bidang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, 

Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu 

lintas. Kemudian tugas dan kewenangan kepolisian secara umum diatur dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yakni: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan Hukum dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.8 

                                                                 
8
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, Pasal 13. 
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Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf e Kepolisian memiliki kewenangan: 

a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor. 
b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor. 
c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 
d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 
e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas. 
f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan 

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. 
g. Pendidikan berlalu lintas. 

h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan 
i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas. 9 

Dan didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor juga menjelaskan bahwa: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri 

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.”10 

 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor 

kendaraan bermotor yang tidak resmi merupakan salah satu kewenangan 

kepolisian. Dimana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kepolisian 

Polresta Pekanbaru yang pada Tahun 2019 berhasil melakukan penegakan 

hukum terhadap 951 pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor 

kendaraan bermotor resmi, kemudian pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 

                                                                 
9
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Pasal 12. 
10

 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 Ayat (2). 
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bulan Oktober hanya melakukan penegakan hukum terhadap 81 pengendara 

yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi.11 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 sampai 

dengan Tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Satlantas 

Polresta Pekanbaru dalam penegakan hukum terkait pengendara yang tidak 

menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi dapat dikatakan belum 

menjalankan kewenangannya. Adapun seharusnya dalam hal ini Satlantas 

Polresta Pekanbaru diharapkan dapat melakukan penertiban terhadap oknum 

penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dan 

melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang melakukan 

pelanggaran yaitu yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang 

tidak resmi. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan penegakan 

hukum dan pemberian edukasi tentu diharapkan dapat menjalankan 

kewenangannya tersebut dengan tujuan, masyarakat yang tidak mengetahui 

tentang aturan hukum yang berlaku sehingga dapat mengetahuinya. 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh mengenai pelaksanaan kewenangan kepolisian 

dalam permasalahan-permasalahan tentang tanda nomor kendaraan bermotor 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan 

Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta 

Pekanbaru). 

                                                                 
11

 Aipda Dedi Wahyudi, Baur Tilang (Komandan Tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru, 

Wawancara, Pekanbaru, pada tanggal 25 Oktober 2022. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

di permasalahkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan  data 

yang bersumber dari data pengarsipan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu 

dimulai dari data Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bulan Oktober dan 

penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota 

Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda 

nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaanya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 

dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor 

kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta 

Pekanbaru?  

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian 

Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran 

pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah 

hukum Polresta Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang 

demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.12 Adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota 

Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian 

tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum 

Polresta Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan 

hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan 

bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atau 

memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan 

Kepolisian dalam menangani kasus mengenai tanda nomor 

kendaraan bermotor yang tidak resmi dan Sebagai media 

pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang 

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan. 

                                                                 
12

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 109. 
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b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah 

hukum yakni menjamurnya penggunaan tanda nomor kendaraan 

bermotor tidak resmi khususnya di wilayah hukum Polresta 

Pekanbaru. 

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya 

yang ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan 

kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap 

penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi. 

2) Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka 

meningkatkan kualitas kinerja Kepolisian terkhusus dikota 

Pekanbaru perihal penegakan hukum yang nantinya dapat 

mengurangi pengunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang 

tidak resmi oleh kalangan masyarakat. 

b. Dapat mengetahui bagaimana substansi dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

dan Penindakan Pelangaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kepolisian 

1. Pengertian Polisi 

 Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil 

dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti 

warga kota atau Pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan 

untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", 

kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk 

menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota 

merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, 

maka politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan 

negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.13 

 Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, 

keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian 

adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai 

penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga 

kepolisian pastilah ada di seluruh Negara berdaulat. Kadangkala pranata 

ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan 

pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang 

                                                                 
13

 https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi , Diakses pada senin 2 Januari 2023, Pukul 20:40 

WIB. 
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bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-

saksi maupun keterangan dari para saksi ahli.14 

 Arti polisi juga dikemukakan oleh Momo Kelana dalam bukunya 

Hukum Kepolisian yang berpendapat bahwa “Polisi dalam arti formal 

mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan daripada instansi 

Kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban 

terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka 

menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam 

rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam peraturan dalam Undang-Undang tentang 

Kepolisian”.15 

 Polri dengan pemerintah memilki kaitan ialah menjadi salah satu 

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan pada masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di 

                                                                 
14

 Ibid. 
15

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta:  CV. Sandaan, 1984), h. 24. 
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seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara 

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan.16 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Polisi adalah mitra 

Negara ataupun Pemerintah yang dalam mewujudkan situasi kondusif 

negara dan turut melakukan pelayanan, pengayoman dan pengamanan 

kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, polisi juga 

membantu pemerintah dalam menjalankan serta, mewujudkan sila-sila 

dalam Pancasila dan dasar-dasar dari setiap alenia Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. 

2. Tugas Pokok Kepolisian 

 Didalam sistim Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

mengenai tugas pokok polisi tidak ditegaskan didalam pasal, akan tetapi 

terkandung didalam maknanya yaitu bahwa tugas polisi termasuk dalam 

bidang eksekutif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak 

menyebutkan kekuasaan Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena dua 

macam tugas itu telah dengan sendirinya termasuk ke dalam tugas 

eksekutif pemerintahan, sebab keamanan di dalam negara adalah tugas 

pokok bagi setiap pemerintah. Dalam pemuncak atau artinya paling diatas, 

paling tertinggi dan untuk menunaikan tugasnya itu dia boleh mengatur 

melalui Undang-Undang membentuk satu badan Kepolisian Negara dan 

atau Kejaksaan.17 

                                                                 
16

 Budi Rizki  Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, h. 15. 
17

 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Trinitas, 1970), h. 40. 
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 Tugas pokok polisi sendiri diatur dalam Bab III Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yaitu pada Pasal 13 yang menyebutkan bahwa tugas 

pokok kepolisian yakni memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menjelaskan mengenai tugas polisi yakni diantaranya:  

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian. 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta 
melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang.18 

                                                                 
18

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 13-

14. 
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Berkaitan dengan peristiwa hukum sekaligus judul skripsi yang 

diusung penulis yakni pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam 

penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor 

kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Pekanbaru, terkait tugas dan 

wewenang polisi sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf diatas maka 

penegakan hukum berupa razia terhadap pelanggar atau pengguna plat 

tidak resmi ini haruslah ditegakkan oleh kepolisian Kota Pekanbaru, 

karena tugas polisi dalam hal ini mencakup meningkatkan kesadaran 

hukum bagi masyarakat sehingga nantinya peristiwa hukum ini tidak 

menjadi budaya karena tidak adanya penindakan yang tegas oleh aparat 

penegak hukum di Kota Pekanbaru. 

 

B. Tinjauan Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan 

mengandung makna bahwa kekuasaan yang dipunyai untuk membuat atau 

melakukan keputusan tentang perintah dan pelimpahan tanggung jawab 

kepada orang lain.19 

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi 

oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan Eksekutif atau Administratif. 

Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang 

                                                                 
19

 https://jagokata.com/arti-kata/kewenangan.html di akses pada senin 2 Januari 2023, 

Pukul 21.00 WIB. 

https://jagokata.com/arti-kata/kewenangan.html
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bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. 

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.20 

Selain Prajudi Atmosudirjo, S.F.Marbun juga berpendapat. Ia 

menyebutkan wewenang berarti kesanggupan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum publik atau secara hukum adalah kemampuan untuk 

bertindak yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi 

hubungan-hubungan hukum. Keewenangan itu dapat menimbulkan 

penyatuan hukum, setelah secara tegas ditetapkan bahwa kewenangan itu 

sah, barulah tindakan pemerintah mempunyai kekuatan hukum 

(rechtskracht). Pengertian wewenang itu sebenarnya mengacu pada 

kekuasaan.21 

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam 

bahasa Inggris. Authority yang mana didalam Black’s Law Dictinory 

diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, 

hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik 

untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban 

publik.22 

Kewenangan mempunyai kedudukan dalam kajian hukum tata 

negara dan hukum administrasi. Kedudukan kewenangan ini cukup penting, 

sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep 
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 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), Cet. 

Ke-1. h.53. 
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 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary Sixth Edition , (St Paul Minn: West 

Publishing, 1990), h.133. 
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inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “Het begrip 

befoegdheid is dan ook een kern begrip in het staats-en administratief 

rechi”, yang artinya konsep kewenangan merupakan konsep inti dari hukum 

tata negara dan hukum administrasi.23 

Kewenangan dengan hak dan kewajiban, menurut P. Nikolai adalah 

kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau yaitu 

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, termasuk 

timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak melibatkan kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban 

melibatkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal 

tertentu.24 

2. Sumber-Sumber Kewenangan 

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, 

dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan 

yang masing-masing terdiri dari:  

1. Sumber Atribusi, yaitu wewenang asli karena diperoleh atau 

bersumber langsung dari Peraturan Perundang-Undangan kepada 
badan atau organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau 
lembaga atau pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-

undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. 
2. Sumber Delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan 

Pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan 
Pemerintahan lainnya. 

3. Sumber Mandat, yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara 

pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara 
lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang 

oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan 
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 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2016), Cet. Ke-12, h.99. 
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wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri. 25 

Berdasarkan ketiga sumber diatas dapat dilihat bahwa Atribusi 

merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan 

oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dengan Delegasi dan Mandat 

merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan kewenangan yang 

diberikan oleh pemberi kewenangan. 

3. Sifat Kewenangan 

Dalam menjalankan kewenangan baik pemerintah yang 

mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber dari kekuasaan 

yang diberikan oleh undang-undang, dalam hukum administrasi ada tiga 

cara utama memperoleh kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat. 

Adapun sifat-sifat kewenangan, yakni: 

1. Kewenangan terkait, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan 

kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat 
digunakan. 

2. Kewenangan fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan tata usaha 
negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak 
masih ada pilihan dan 

3. Kewenangan bebas, yaitu apabila peraturan dasarnya memberikan 
kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan 

mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan ini 
dibagi menjadi 2 oleh Hadjon yakni, untuk memutus secara mandiri 
dan kebebasan penilaian terhadap tersamar. 26 

4. Kewenangan Kepolisian 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai 

                                                                 
25

 http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html diakes pada senin 2 

Januari 2023, Pukul 23:20 WIB. 
26

 https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN diakses pada selasa 3 

Januari 2023, Pukul 15:20 WIB. 
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defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian 

kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara 

lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai 

yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan.27 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Bermotor 

menjelaskan: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri 
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri”. 

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang 

menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian secara umum 

berwenang: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangii tumbuhnya penyakit masyarakat. 
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
m. Menerima, menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 28 

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya 

berwenang:  

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya. 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak, dan senjata tajam. 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan. 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian  

1khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 
kepolisian. 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasional. 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi 
terkait. 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional. 
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k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 

tugas kepolisian. 29 

Sedangkan fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan 

bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kemudian dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi 

wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:  

1. Asas Legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak 
hukum wajib tunduk pada hukum. 

2. Asas Kewajiban, yaitu merupakan kewajiban polisi dalam menangani 
permasalahan masyarakat. 

3. Asas Partisipasi, yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan 
masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk 
mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. 

4. Asas Preventif, yaitu selalu menedepankan tindakan pencegahan dari 
pada penindakan (represif) kepada masyarakat dan 

5. Asas Subsidiaritas, yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak 
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh 
instansi yang membelakangi.30 

C. Teori Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan 

dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses 

perwujudan dari pokok pikiran. Penegakan hukum juga merupakan proses 
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dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.31 

Perkataan penegakan hukum sering diartikan sebagai menegakkan, 

melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang 

lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya 

perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses 

penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan hukum 

itu sendiri oleh para pejabat penegak hukum.32 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, inti dari penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah serta 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memeliraha, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.33 

Penegakan hukum juga merupakan bagian dari perilaku yang 

dilakukan oleh para aparat penegekan hukum. Aparat penegak hukum yang 

berwenang melakukan penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan 

ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum akan 

dilakukan pada waktu baik sebelum kejadian maupun setelah kejadian atau 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum 
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yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar 

keadilan dan kepastian hukum.34 

Kemudian pengertian lainnya yaitu penegakan hukum adalah proses 

yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara satu dengan lainnya.35 

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak 

hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh 

hal-hal tersebut. Secara umum Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan 

seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang 

telah ditentukan secara normatif. 

2. Faktor penegak hukum 

yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan 

undang-undang. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya 
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Ke-1, h.60. 
35

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hal.21. 



26 
 

 

sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan 

diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan 

dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran 

semestinya. 

4. Faktor masyarakat 

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan 

penegakan hukum yang baik. 

5. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya 

hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus 

mencermikan nilai-nilai yang menjadi suber dari peraturan perundang-

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah 

menegakkannya.36 
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Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat pula kita katakan bahwa 

kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada 

efektivitas penegakan hukum.37  

Penegakan hukum itu sendiri dapat kita mulai dari diri kita sendiri 

karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat 

dalam mematuhi dan mentaati baik peraturan yang berlaku maupun undang-

undang guna berjalannya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan 

hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. 

Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari 

kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan 

perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya juga akan rendah 

atau sebaliknya.38 

Menurut Seorjono Soekanto, kesadaran hukum yang tinggi 

mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangan rendah, maka derajat 

kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.39 
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Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam 

masyarakat atau efektivas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. 

Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian 

terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian 

semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia 

pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur.40 

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang hidup dalam 

masyarakat yang terwujud dalam bentuk memahami dan mengikuti atau 

mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kesadaran hukum juga merupakan hasil dari proses penyuluhan hukum 

yang ditandai dengan kesadaran hukum yang secara efektif dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam 

berperilaku atau pun bersikap tidak sesuai dengan yang dikehendaki hukum 

sangat berpengaruh oleh moral dan karakter masyarakat, hal ini dikarenakan 

hukum tidak akan lepas dari lingkungan sosialnya.41 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 4 (empat) unsur mengenai 

kesadaran hukum, yaitu: 

a. Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang 
berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, 

yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 
b. Pemahaman tentang isi hukum, yaitu sejumlah informasi yang 

dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni 

mengenai isi, tujuuan, dan manfaat dari suatu peraturan. 
c. Sikap terhadap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima 

atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan 
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bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam 

hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 
d. Pola prilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu 

aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, 

sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat 
mematuhinya.42 

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, 

tentu keempat unsur tersebut dapat menjadi parameter dalam penegakan 

hukum. Artinya, bahwa masyarakat yang sudah mengetahui pengetahuan 

hukum yang baik pasti akan berfikir jika akan melakukan suatu pelanggaran 

hukum. 

 
D. Ketentuan Hukum Tentang Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor 

Dalam perkembangannya, ketentuan hukum mengenai Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor kini diatur dalam beberapa peraturan yakni Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan beserta peraturan 

pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus 

dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas dan Peraturan Kepolisian Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 
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Dari berbagai peraturan yang telah disebutkan diatas penulis mencoba 

mentelaah satu demi satu peraturan, yang pertama dimulai dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan  mengenai TNKB (Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor) yang harus memuat kode wilayah, nomor 

registrasi dan masa berlaku serta tanda nomor kendaraan harus memenuhi 

syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Hal tersebut dimuat 

dalam uraian Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai rincian pembuatan tanda nomor 

kendaraan bermotor tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut.  

Kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang kendaraan ini, juga tidak ada 

ketentuan yang mengatur spesifikasi dan cara pembuatan tanda nomor 

kendaraan bermotor, dalam Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan hanya 

mengatur mengenai: 

a. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian 

belakang Kendaraan berwarna putih. 
b. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di 

bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor 

agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari 
belakang. 

c. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus 
memenuhi persyaratan yakni harus ditempatkan pada sisi bagian depan 
belakang Kendaraan Bermotor dan dilengkapi lampu tanda nomor 

Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.43 
 

                                                                 
43

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 
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Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan hanya 

menyinggung mengenai standar lampu penerangan tanda nomor kendaraan 

bermotor dan posisi pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.  

Lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga hanya menyebutkan 

pemeriksaan tanda nomor kendaraan bermotor terdiri atas pemeriksaan 

spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, dan keaslian, tanpa 

menerangkan lebih lanjut spesifikasi yang dimaksud.  

Peraturan mengenai tanda nomor kendaraan bermotor juga ditemukan 

dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam Perkapolri ini 

hanya disebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor dibuat dari bahan 

yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis, adapun 

unsur-unsur pengaman tanda nomor kendaraan bermotor yaitu berupa logo 

lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas tanda 

nomor kendaraan bermotor. Selain itu, dalam peraturan ini juga disebutkan 

mengenai warna tanda nomor kendaraan bermotor namun dalam peraturan ini 

tidak ditemukan mengenai detail pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor.  

Kendati demikian, dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa material tanda nomor kendaraan 

bermotor diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri dan apabila Plat Nomor 
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tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri maka dinyatakan tidak sah dan tidak 

berlaku. 

Dari keempat peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

dijelaskan secara detail mengenai teknis pembuatan tanda nomor kendaraan 

bermotor itu sendiri  mulai dari  proses pembentukan plat, pembentukan nomor 

pada plat, pengecatan plat bersadarkan jenis dan golongan tanda nomor 

kendaraan bermotor sesuai oprasionalnya. Hanya saja ada satu pasal yang 

menegaskan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor hanya diterbitkan oleh 

Korlantas Polri selain Korlantas Polri maka dianggap tidak sah dan tidak 

berlaku yaitu pada Pasal 45 ayat (5) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifiksai Kendaraan 

Bermotor.  

Namun lebih lanjutnya untuk memfokuskan penelitian ini terdapat 

dalam Pasal 7 dan 8 dalam peraturan Kepolisian ini menyebutkan mengenai 

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan yang bisa dipesan 

penomorannya sesuai dengan pilihan pemilik kendaraan dengan aturan yang 

tertuang pada Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yaitu: 

NRKB pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan 
dengan cara:  

a. pemilihan dan pengecekan alokasi NRKB Pilihan oleh: 

1.  petugas atau  
2. pemohon melalui sistem NRKB Pilihan secara elektronik. 

b. pengajuan permohonan kepada unit pelayanan Regident setempat 
dilakukan secara manual dan/atau elektronik. 

c. apabila NRKB pilihan dapat digunakan, pemohon melakukan 

pembayaran penerimaan negara bukan pajak NRKB pilihan melalui 
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Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara 

Penerimaan. 
d. pencetakan dan penyerahan surat keterangan NRKB Pilihan dan 
e. pengarsipan dokumen NRKB Pilihan.44   

 
Dengan adanya pasal ini maka dapat ditari kesimpulan bahwa 

pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor yang memiliki karakteristik 

penomoran sesuai dengan penjabaran penulis dilatar belakang sebelumnya 

maka bisa saja para pengguna kendaraan menggunakan nomor plat pilihan 

namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. Kendati demikian yang terjadi dilapangan 

justru bertolak belakang dengan yang diharapkan.  

Hal tersebutlah yang memicu penulis untuk ingin mengetahui tentang 

pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemakaian plat nomor palsu di Kota Pekanbaru karena mengingat 

penggunaan plat nomor dipekanbaru semangkin menjamur, ditambah dengan 

hadirnya Pasal 45 Perkapolri Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan 

Identifiksai Kendaraan Bermotor yang menjelaskan bahwa adanya logo lantas 

sebagai penjamin legalitas dan hanya Korlantas Polri yang meneribitkan dan 

bila tidak korlantas polri maka dianggap tidak sah dan tidak berlaku, dengan 

demikian  permasalahan tersebutlah yang membuat penulis semakin penasaran 

dan lebih ingin mendalami permasalahan ini.  
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 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 7. 
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E. Tindak Pidana Lalau Lintas Terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

Tidak Resmi  

Mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal ini yang menjadi tersangka 

ialah konsumen yang sengaja menggunakan plat yang tidak diterbitkan oleh 

Korlantas Polri, pengendara kendaraan dapat terkena razia saat dilakukan 

operasi tertib lalu lintas oleh Satlantas setempat dalam penelitian ini Satlantas 

Kota Pekanbaru, hal ini nampak pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana di dalam 

Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: 

“Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri 
atas Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, Masa berlaku dan 

Keaslian”.45  
 
Dari bunyi pasal diatas dengan tegas menyebutkan bahwa didalam 

melakukan pemeriksaan tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau tanda coba 

kendaraan bermotor, Polisi yang bertugas melakukan oprasi juga akan 

mengecek keaslian tanda nomor kendaraan bermotor. Disisi lain spesifikasi 

keaslian plat nomor juga ditegaskan pada Pasal 45 ayat 5 Perkapolri Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi yang menyatakan bahwa: 

“TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak 

sah dan tidak berlaku”.46 
Dengan demikian, plat nomor palsu yang dikenakan konsumen dan/atau 

pengendara pada kendarannya yang bukan merupakan plat nomor standarisasi 

                                                                 
45

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelangaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 4. 
46

 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 45 Ayat (5). 
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Korlantas Polri dan/atau bukan terbitan Korlantas Polri dinyatakan tidak sah 

dan tidak berlaku. Jika petugas kepolisian yang menggelar oprasi tertib lalu 

lintas menemukan pengguna kendaraan yang mengenakan tanda nomor 

kendaraan bermotor tidak resmi pada kendaraannya, maka terdapat sanksi yang 

mengikatnya yakni sebagaimana disebutkan pada Pasal 280 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

menyatakan: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau  
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.47 

 
Bagi pengendara kendaraan pengguna plat nomor tidak resmi hal ini 

masuk ke dalam pelanggaran terhadap Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketidak aslian plat 

nomor yang dikenakan. 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam sekripsi ini Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara 

mengamati karya ilmiah yang lain. 

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Amir yang berjudul Tinjauan Tentang 

Kewenangan Polisi Dalam Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu 

Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. 

                                                                 
47

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Pasal 280. 
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Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif, dimana penelusuran tersebut 

berpedoman pada peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk 

menganalisis gejala hukum yang timbul pada ruang lingkup lalu lintas.  

Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama 

membahas tentang bagaimana kewenagan Kepolisian dalam pelanggaran 

lalu lintas. 

Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penyitaan pada 

hakekatnya wewenang dan fungsi penyidikan. Polisi melakukan 

penyitaan apabila terjadinya pelanggaran. Polisi menyita berupa surat 

kendaraan, surat izin mengemudi, dan kendaraan bermotor sebagai 

barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu litas Pasal 260 ayat 1 huruf 

(a) dan (d). Dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan 

pemeriksaan acara cepat.48 

2. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Kristina Marta yang berjudul Tinjauan 

Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan. Universitas Borneo Tarakan. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

metode penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait 

variabel penelitian.dan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-

undang lalu lintas dan angkutan jalan saja. 

                                                                 
48 Zulkifli Amir, “Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan 

Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2014). 
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Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

sama-sama menggunakan literatur yang sama yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dan hasil dari penelitian ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa 

kepolisian mempunyai kewenangan yang mutlak dalam melakukan 

pemeriksaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh undang-undang 

demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas khususnya di Kota Tarakan.49 

3. Skripsi yang ditulis oleh Putu Dedi Ananta Putra Wijaya yang berjudul 

Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak 

Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas. Universitas 

Udayana. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif, dimana penelusuran tersebut 

menggunakan teknik studi dokumen dan melalui analisis kualitatif dan 

analisis kajiannya. Penelitian ini juga mengkaji dan menguraikan 

peraturan perundang-undangan dengan metode analisis secara deskriptif, 

dimana hukum dikonsepsikan atas apa yang tertuang dalam perundang-

undangan (Law In Books). 

Sedangkan persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama 

membahas tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap 

pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi. 

                                                                 
49

 Adelia Kristina Marta, “Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan.”, (Skripsi, Universitas Borneo, 2021). 
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Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penggunaan TNKB 

haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, Hal 

tersebut sudah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Kepolisian 

Republik Indonesia Pasal 39 ayat (3) yang mengatur warna dari TNKB 

dan pada Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

mengatur ciri dari Tandan Nomor Kendaraan Bermotor.50 

                                                                 
50

 Putu Dedi Ananta Putra Wijaya, “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas”, (Skripsi, Universitas 

Udayana, 2021). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah 

penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian 

yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dari aspek 

penegakan hukum (Law Enforcement).51 Penelitian ini juga didasarkan pada 

data primer, yaitu data yang didapat langsung baik melalui observasi maupun 

secara wawancara. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni setelah data terkumpul 

akan dideskripsikan dan di analisa, yang selanjutnya diteruskan dengan upaya 

untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu kewenangan kepolisian polresta 

Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda 

nomor kendaraan bermotor tidak resmi. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang menjadi fokus kajian yaitu 

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana 

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam 

masyarakat.52 Dengan obyek kajian penelitian adalah institusi hukum di dalam 

penegakkan hukum, institusi hukum yang dimaksud adalah Kepolisian lalu 

lintas Polresta Pekanbaru. 

 

                                                                 
51

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Cet. 

Ke-1, h.80. 
52

 Ibid, h.87 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan 

yang berkaitan maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi 

penelitian di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (POLRESTA) yang beralamat 

di Jalan Ahmad Yani No.11, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota 

Pekanbaru. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan penulis karena di Kota 

Pekanbaru masih banyaknya pengendara yang menggunakan plat nomor 

kendaraan yang tidak resmi. 

 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sekelompok atau individu yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang terkait dengan masalah penelitian.53 Populasi merupakan 

sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa kumpulan 

orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus-kasus, waktu atau tempat 

yang memiliki karakteristik dan fitur yang sama. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Baur Tilang 

Polresta Pekanbaru, Polantas Satlantas Polresta Pekanbaru dan pengguna 

tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi. 

b. Sampel 

Sampel adalah jumlah partisipan penelitian yang diidentifikasi oleh 

peneliti selama penelitian.54 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik Purposive Sampling. Dimana Purposive Sampling adalah salah satu 
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 Ibid, h.92. 
54

 Ibid, h.93. 
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teknik yang berkaitan dengan non random sampling dimana peneliti 

menentukan pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik tertentu 

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian.55 Selama pengambilan sampel, peneliti telah 

menentukan karakteristik tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan 

dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat di tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 
Baur Tilang Polresta 

Pekanbaru 
3 Orang 1 Orang 33,3% 

2 Polantas Polresta Pekanbaru 32 Orang 7 Orang 21,8% 

 3 
pengguna TNKB yang tidak 

resmi 

27 Orang 13 Orang  48,1% 

Jumlah 60 Orang 21 orang 35% 

Sumber: Olahan Data Penulis 2022 

E. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun, perumusan, atau kepastian 

sesuatu.56 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Primer dan data 

Sekunder dengan tujuan agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, 

                                                                 
55

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2010), h.106. 
56

  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.98. 
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data primer di peroleh dari responden atau narasumber.57 Data ini 

diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Baur 

Tilang Polresta Pekanbaru, Polantas Polresta Pekanbaru dan para 

oknum yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor tidak 

resmi, dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari 

responden. 

2. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian di 

jurnal dan opini hukum, atau pendapat para pakar di bidang hukum.58 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa bahan hukum 

seperti: 

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kepolisian. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelangaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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 Ibid., h.89 
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Op.Cit, h.61. 



43 
 

 

e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas. 

f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berisi petunjuk dan 

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan 

ensiklopedia hukum.59 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang 

peneliti gunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang 

dilakukan di lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara mencatat, 

memotret, dan merekam keadaan dan kondisi serta peristiwa hukum 

sedang berlangsung.60 
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 Ibid, h.63. 

 
60

Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), h. 123. 
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2. Wawancara 

Wanwancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, 

antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.61 

3. Studi Kepustakaan 

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian 

buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.62 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis 

maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data yang 

terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode induktif. 
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 M. Hajar, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011, h. 53. 
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Metode Induktif yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan 

secara umum. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan penelitian ini, 

penulis menarik kesimpulan sebagai Berikut: 

1. Dalam pelaksanaan kewenangannya Polantas Polresta Pekanbaru masih 

belum maksimal, dimana kalimat tersebut dapat dibuktikan dengan tabel 

data pelanggaran pada Tahun 2020-2022 yang hanya melakukan 81 

penindakan berupa tilang dan hal tersebut sangat jauh berbeda pada saat 

Tahun 2019 dimana Polantas Polresta Pekanbaru berhasil melakukan 951 

penindakan berupa tilang dan penyitaan. berdasarkan dari hasil observasi 

dan wawancara penurunan penindakan tersebut dikarenakan Kepolisian saat 

ini lebih banyak memberikan teguran saja dari pada melakukan penilangan 

dan penyitaan. 

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Polresta 

Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum diantaranya: Pertama, 

Kurangnya personel yang bertugas dilapangan. Kedua, menjamurnya kios-

kios penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak 

resmi di Kota Pekanbaru dan kurangnya regulasi yang mengaturnya. Ketiga, 

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai subyek hukum dan masih 

banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang hukum itu sendiri. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

penulis dapat memberikan beberapa saran untuk masa yang akan datang. 

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum terhadap 

pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi, 

Kepolisian Polresta Pekanbaru harus meningkatkan ketegasan dan kinerjanya, 

diantaranya meliputi: 

1. Lebih meningkatkan fokus terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya 

terkait masalah tanda nomor kendaraan bermotor karna tanda nomor 

kendaraan bermotor ini dinilai sangat penting fungsinya dalam kode 

forensik kepolisian dengan cara menambah personel (kepolisian) yang 

bertugas dilapangan. 

2. Melakukan edukasi hukum yang lebih giat kepada masyarakat selaku 

pengemudi kendaraan bermotor terkait kewajiban pengendara menggunakan 

tanda nomor kendaraan bermotor yang asli keluaran dari Korlantas Polri. 

3. Meningkatkan Koordinasi dan Konsistensi dari masing-masing anggota 

kepolisian, agar pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan 

hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor 

kendaraan bermotor tidak resmi dapat berjalan maksimal yaitu dengan cara 

melakukan penegakan hukum secara represif yang mana sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan kejahatan 

serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
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LAMPIRAN 

A. WAWANCARA KEPADA SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU 

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian dalam melakukan 

Penegakan Hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda 

nomor kendaraan bermotor resmi? 

2. Apa saja penegakan hukum yang diberikan kepolisian terhadap 

pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan tanda nomor 

kendaraan bermotor resmi? 

3. Apakah Kepolisian Polresta Pekanbaru memiliki waktu tertentu dalam 

melaksanakan razia terkait penegakan hukum terhadap pengendara yang 

tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi? 

4. Apakah Kepolisian Polresta Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi atau 

edukasi hukum kepada masyarat mengenai tanda nomor kendaraan 

bermotor dan terkait aturan kewajiban pengendara menggunakan tanda 

nomor kendaraan bermotor resmi?  

5. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangan 

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian 

tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Polresta 

Pekanbaru?  



 

 
 

B. WAWANCARA KEPADA PENGGUNA TANDA NOMOR 

KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI 

1. Apakah pengendara mengetahui dan pernah mendengan regulasi tentang 

tanda nomor kendaraan bermotor ini? 

2. Apa alasan pengendara menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor 

tidak resmi? 

3. Apakah sudah ada tindakan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Kepolisian Polresta Pekanbaru kepada pengendara mengenai pelanggaran 

pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi ini? 

4. Bagaimana pemahaman pengendara mengenai tanda nomor kendaraan 

bermotor baik resmi ataupun tidak resmi dan penegakan hukum yang 

seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta 

Pekanbaru kepada pengendara? 
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Gambar 3. Wawancara dengan Kasubnit 2 Turjawali Satlantas 

Polresta Pekanbaru 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Polantas Polresta Pekanbaru 



 

 
 

 

Gambar 5. Wawancara dengan pengguna Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor tidak resmi 

 

Gambar 6. Wawancara dengan pengguna Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor tidak resmi 
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